
SALINAN

BUPATI I(EDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATI'RAI| DATRAII IUBI'PATEI TEDIRI

I|OMOR 6 TAHUI| 2OT4

TENTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATURAI| DATRAH I|OUOR 8 TAHUI{ 2(x)3 TEI{TAITG
PERLII|DI'I|GAN SI'UEER DAYA II(AIT DI PERAIRAIT T'TUM

ITABI'PATEI| IITDIRI

Menimbang : a.

DEITGAN RAIIMAT TT'I{AN YAITG MAIIA ESA

BUPATI XEDIRI,
bahwa dalam upaya menjaga ekosistem dan kelestarian sumber

daya perairan dari kemsakan yang disebabkan tindakan

manusia perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap sumber

daya ikan diperairan umum Kabupaten Kediri;

bahwa melihat perkembangan kondisi masyarakat saat ini perlu

merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan umum Kabupaten

Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di perairan umum

Kabupaten Kediri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 273O);

Mengingat : I .

b.

2.



2

c-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O02 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah

Daeralr (Irmbaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalrun

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahul 2OL4 Nomor 246, Tar,rbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);



J

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Thmbuhan dan Satwa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha

Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02

Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4320);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarazrn Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62 / Kpts-ll I 1 998 tentang

Peredaran T\rmbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2000 Nomor 10 / Seri D);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L7.

18.
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Peternakan dan

Perikanan (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO3 TENTANG PERLINDUNGAN

SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KAEIUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 8 Tahun 2OO3 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di
Perairan Umum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2003 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
l. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan I (satu) bab, yakni BAB

IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

BUDIDAYA IKAN

Pasal 8A

(1) Budidaya ikan diperairan umum merupakan kegiatan
untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan
ikan serta memanen hasilnya di perairan umum (sungai,

waduk, genangan dan sumber air) dengan media keramba.
(2) Jenis keramba sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) yaitu :

a. Keramba Jaring Apung (KJA);

b. Keramba Jaring Tancap (KJT).

(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan budidaya ikan
dengan media keramba sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memperoleh jzin dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari
pengelola sumber daya air.



5

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(l) Setiap orElng yang melakukan pelanggaran terhadap

ketenfuan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp. 50.O0O.0OO,OO (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah

pelanggaran.

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan sumber

daya ikan dan/atau lingkungan diancam pidana sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

kejahatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daera-h ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3- lO - 2Ot4

BT'PATI ITEDIRI,

ttd
IIARYAITTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 23-4- 2015
SEXRETARIS DA.ERAII TABUPATEN I{EDIRI

ttd
suPoYo

LEMBARATT DAIRAII IIABTIPATEI| KTDIRI TAIIUN 2015 IIOUOR 6

Salinan aesuai dengan aslinya

Pembina Utama Madya
NlP. r 958071 71 986031 018

DAERAH



PEITJEI"ASAN
ATAS

PERATT'RAJT DAERAII KABT'PATEIT KEDIRI
NOMOR 6 TAIIUN 2014

TENTANG

PERUBNIAN ATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 7 TA}IIIIY 2OO3
TENTAITG PERLINDUIYGA.IS SUMBER DAYA IKA.IY DI PERAIRAIT T'MUM

I(ABUPATEIT I(TDIRI

I. UMUM

Bahwa dalam upaya menjaga ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan
di perairan umum Kabupaten Kediri dari kepunahan yang disebabkan tindalan
manusia perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya
ikan di perairan umum Kabupaten Kediri, maka perlu menyesuaikan peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2O03 tentang Perlindungan kelestarian
sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kediri (Lembaran Daeral
Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 12 seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 6 Seri E).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 8A

Yang dimaksud dengan keramba adalah sarana pemeliharaan ikan
atau biota air yang mengapung diatas air.

Pasal II
Cukup jelas

TA}TBNIAIT LEMBARAN DAERAII I(ABT'PATEIT XTDIRI IYODIOR 138


